
 

 

 
 

BUPATI POLEWALI MANDAR 

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR 
NOMOR 14 TAHUN 2013 

 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR 
NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

TAHUN ANGGARAN 2013 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI POLEWALI MANDAR, 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 900/844/III/2013 perihal Penyampaian 
Pemberian Bantuan Keuangan Khusus untuk Pemerintah Polewali Mandar, maka dipandang perlu untuk merubah 
Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2013; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Membentuk Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor  12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 



 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 3988); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);  

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4090); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 



 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi 

Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

21. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tetang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2013; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 

Nomor 10); 

23. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah  Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 
Nomor 46); 

 

 
 



 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 46 TAHUN 2012 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 

ANGGARAN 2013. 
 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut: 
 

1. Pendapatan: 

a. Pendapatan Asli Daerah  

Semula  Rp.   30.539.378.401,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  0,00 

Jumlah  Rp.  30.539.378.401,00  

b. Dana Perimbangan  

Semula  Rp.  669.169.036.246,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  0,00 

Jumlah  Rp.  669.169.036.246,00  

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah  

Semula  Rp.  100.419.103.286,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  9,296,900,000,00 

Jumlah  Rp.  109.716.003.286,00 

  

 Jumlah Pendapatan     Rp. 809.424.417.933,00 

 

 



 

2. Belanja: 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai  

Semula  Rp.  463.652.198.619,00 

Bertambah/(Berkurang) (Rp.  1,181,375,400,00) 

Jumlah  Rp.  462.470.823.219,00  

2) Belanja Subsidi  

Semula  Rp.   300.000.000,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  0,00 

Jumlah  Rp.   300.000.000,00 

3) Belanja Hibah   

Semula  Rp.   25.885.000.00,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  0,00 

Jumlah  Rp.  25.885.000.000,00 

4) Belanja Bantuan Sosial  

Semula  Rp.   1.500.000.000,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  0,00 

Jumlah  Rp.   1500.000.000,00 

5) Belanja Bagi Hasil  

Semula  Rp.   253.500.000,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  0,00 

Jumlah  Rp.   253.500.000,00 

 



 

6) Belanja Bantuan Keuangan  

Semula  Rp.   17.515.000.000,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  1.000.000.0000,00 

Jumlah  Rp.  18.715.000.000,00 

7) Belanja Tidak Terduga  

Semula  Rp. 1.000.000.000,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  0,00 

Jumlah  Rp.   1.000.000.000,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung    Rp. 509.924.323.219,00 

 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai  

Semula  Rp.28.123.220.247,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  780,056,184,00 

Jumlah  Rp.  28.903.276.431,00 

2) Belanja Barang dan Jasa  

Semula  Rp.127.113.799.502,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  1,368,658,235,00 

Jumlah  Rp.  128.482.457.737,00 

3) Belanja Modal  

Semula  Rp.137.134.799.565,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.  7,329,560,981,00 

Jumlah  Rp.  144.464.360.546,00 



 

Jumlah Belanja Langsung     Rp. 301.850.094.714,00 

 Jumlah Belanja     Rp. 811.774.417.933,00 

  Surplus/(Defisit)  (Rp. 2.350.000.000,00) 

3. Pembiayaan: 

a. Penerimaan  

Semula  Rp. 5.900.000.000,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.      0,00 

Jumlah  Rp.   5.900.000.000,00 

b. Pengeluaran  

Semula  Rp 3.550.000.000,00 

Bertambah/(Berkurang) Rp.                         0,00 

Jumlah  Rp.   3.550.000.000,00 

 

4. Pembiayaan Netto        Rp. 2.350.000.000,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan     Rp.     0.00 

 
Pasal 2 

 
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 3 
 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 4 

 
Lampiran sebagaimana dimaksu/ dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



 

Pasal 5 

 
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. 

 
 

Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Polewali Mandar. 
 

 
Ditetapkan di Polewali 
pada tanggal 8 April2013 

 
BUPATI POLEWALI MANDAR, 

 
 
 

 
                      ALI BAAL MASDAR 
 

Diundangkan di Polewali   
pada tanggal 8 April 2013 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, 
  

 
 

ISMAIL, AM 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR 14  


